LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI

Tahun Sidang . 2018-2019

Masa Persidangan oV

Jenis Rapat . Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang
Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian
BUMN RI dan para Direktur Utama PT Pelindo |, II, Ill, dan IV (Persero)

Sifat Rapat . Terbuka

Rapat ke . 18 (delapan belas)

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juli 2019

Waktu . Pukul 14.15s.d 17.10 WIB

Tempat . Ruang Rapat Komisi VI DPR R

Ketua Rapat . Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/F-PAN)
didampingi oleh:
1. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FGerindra).
2.Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/

F-PD),

Sekretaris Rapat . Anita Handayaniputri, S.T., M,T. (Plh. Kabag Set. Komisi VI DPR Rl)

Acara : Membahas mengenai Kinerja Perusahaan (Kinerja Operasional dan
Kinerja Keuangan)

Hadir dari 50 Anggota Komisi VI DPR RI.
1. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana

Perhubungan Kementerian BUMN RI beserta jajaran;
2. Para Direktur Utama PT Pelindo I, II, lll, dan IV (Persero), beserta
jajaran.
|. PENDAHULUAN

1.

RDP Komisi VI DPR Rl dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana
Perhubungan Kementerian BUMN Rl dan para Dirut PT Pelindo I, Il, Ill, dan IV (Persero)
dibuka pukul 14.15 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda RDP pada hari Selasa, 16 Juli 2019 dalam rangka
membahas mengenai Kinerja Perusahaan (Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan).

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan
Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN RI dan para Dirut PT Pelindo |, Il, lll, dan IV
(Persero) untuk menjelaskan mengenai Kinerja Perusahaan (Kinerja Operasional dan Kinerja
Keuangan).

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk mengajukan
pertanyaan atau tanggapan atas penjelasan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan
Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN RI dan para Dirut PT Pelindo I, I, Ill, dan IV
(Persero).



Il. KESIMPULAN

1.

Komisi VI DPR RI meminta kepada para Direktur Utama dari PT Pelabuhan Indonesia I, II, Ill dan
IV (Persero) untuk meningkatkan kinerjanya agar tercapainya maksud dan tujuan sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang dan sesuai dengan visi dan misi persero.

Komisi VI DPR RI meminta kepada para Direktur Utama dari PT Pelabuhan Indonesia I, II, Ill dan
IV (Persero) agar dalam melakukan investasi dan pengembangan pelabuhan agar tetap
memperhatikan dan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan.

Komisi VI DPR RI mendukung penerapan sistem pembayaran tarif jasa kepelabuhanan berbasis
elektronik (Integrated Billing System - IBS) yang terintegrasi secara nasional agar segera
diwujudkan.

Komisi VI DPR Rl meminta kepada Kementerian BUMN mengeluarkan aturan mengenai core dan
non core business di BUMN, khususnya di sektor kepelabuhanan.

Catatan:

Komisi VI DPR RI meminta kepada para Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I, Il, Ill dan IV
(Persero) untuk menyampaikan jawaban secara tertulis:

1) para Direktur Utama dari PT Pelabuhan Indonesia Il dan Ill (Persero) menyampaikan data rincian

mengenai status dan penggunaan Global Bond.

2) Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Il (Persero) untuk menyampaikan penjelasan secara

komprehenif mengenai perekrutan crew serta penyelesaian kasus 42 orang yang di PHK di PT JAI
dan 400 orang yang di PHK di PT EMCO/JICT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Kementerian BUMN agar dalam penyampaian materi laporan kinerja keuangan dan operasional

BUMN dengan format yang sama.

4) Kementerian BUMN agar dalam pengembangan pelabuhan yang berada di wilayah Timur dilakukan

dengan memprioritaskan pelabuhan yang sudah ada, khususnya salah satu pelabuhan PT Pelindo
IV (Persero) yaitu pelabuhan Sorong yang sudah ada.

lIl. PENUTUP
Rapat ditutup pada pukul 17.10 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIDPRRI
KETUA RAPAT,

TTD.

Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.
A-484




